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Judul Sknipsi Perkawinan di Bawah Umur Dalam Kaitannya Dalam
Pelaksaan Undang-Undang Yomor | Tahun 1974 ¢
Desa koto Jua Ambacang, Kkecamatan Bavang
kabupaten Pesisir Selatan.

Jumlah Halaman - 62 lembar

khepustakaan - & buah

Dalam undang-undang nomor | tahun 1974 pasal 1. perkawinan adalah
Ikatan lahir batin antara scorang prnia dengan seorang wanita schaga suami st
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) vang bahaga dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang maha Fsa

Meskipun telah berkembang ilmu pengetahuan namun perkawinan di bawah
umur masih juga terjadi, hal in1 banvak terjadi pada masa sebelum Undang-undang
pekawinan berlaku. Dengan adanva perkawinan di bawah umur seperti im masih
Juga terjadi di desa Koto Jua Ambacang Kecamatan Bavang Kabupaten Pesisiy
Selatan. walaupun jumlahnya hanva beberapa pasangan.

Dani  hasil penchitian,  penulis menyimpulkan bahwa ternvata  sebab
terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Koto Jua Ambacang Kecamatan
Bayang Kabupaten Pesisir Selatan adalab faktor kenuskinan, faktor kecemburuan
sostal, pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan vang kurang terkontrol serta
ketidaktabuan orang tua dan pasangan yang melangsungkan perkawinan terhadap
Undang-undang nomor | tahun 1974, sedangkan pelaksanaan perkawinan dikaitkan
dengan Undang-undang nomor | tahun 1974 tidak terlaksana dengan baik. dimana
pada mulanva orang tua atau ninik mamak berusaha memajukan umur anak
keponakannva dari di bawah umum menjadi dewasa supaya dia bisa dikawinkan
dengan izin kepala desa.

Akibat hukum terhadap kedua belah pihak, anak dan hara pencaharian,
jika terjadi percerman membawa dampak vang negauf. dimana tkatan sebaga
suami isten tidak lagi, terhadap anak kedua orang tua tetap bertanggung jawab
dalam pemeliharaan dan pendidikan sampal anak tersebut kawin dan hidup
mandiri, mengenal harta pencaharian dibagi menurut  kebiasaan adat dan
vesepakatan mereka masing-masing.

[ari kesimpulan pencliian terscbut, penulis menyarankan agar perkawinan
di bawah umur di Desa Koto Jua Ambacang Kecamatan Bavang Kabupaten Pesisir
selatan ndak tenadi lam di masa vang akan datang. bagaimanapun juga alasannya
wecuali ada dispensasi dar pengadilan setempat. karcna akan membawa akibat
cang negatif, seperti perceraian dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun

=74 harus benar-benar diterapkan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara besar denpan luas wilavah
vang terdin dari lautan dan daratan. Dengan laju pertumbuhan penduduk vang
begitu besar, maka segala pelayanan dan fungsi hukum harus ditingkatkan supaya
lercipta keselarasan dan keseimbangan dalam keludupan bermasyarakat dan
bernepara.

Bangsa Indonesia vang mempunval masyarakal hukum vane terbentuk
karena adanya suatu susunan kekeluargaan vang ditentukan oleh sifat gencologis.
Dengan pengertian bahwa suatu masyarakat hukum terbentuk, yang mana
anggotanva antara vang satu dengan lainya mempunyar  hubungan  vang
didasarkan atas pertalian darah dan keturunan yang sama.

Untuk terjadinya pertalian darah atau Keturunan adalah sebagai akibat dan
adanya suatu perkawinan, Perkawinan merupakan suatu peristiwa vang sakral
dalam kemdupan manusia vang berlainan jems dan perkawinan merupakan
anjuran Tuban Yang Maha Esa.

Bagl suatu negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-
_ndang perkawinan nasional, sekaligus  menampung  primsip-prinsip dan
membernkan landasan hukum pekawinan vang selama i menjadi pegangan dan

=lah berlaku bagi berbagai golongan dalam masvarakat.



Undang-undang Perkawinan Nomor | Tahup 1974 peraturan atau Undang-

undang yang berkaitan dengan pergaulan, salah satu langkah pemenmtah untuk
membangun dan menciptakan kesatuan hukum sebagai suatu hukum tertulis,
maka Undang-undang perkawinan tersebut berlaky bagi seluruh masvarakat
[ndonesia. Sebab perkawinan bukan saja schagai urusan pribadi, Keluarga atan
masyarakat dalam suatu lingkungan tetapi juga menyangkut kepentingan nasiongl.

Undang-undang perkawinan ini bukan saja mengandung isi vang kuat
karena bukan saja mengatur tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban orang
tua, perwalian, asal usul anak, perkawinan dan perceraian. Selain ity Jug
mengatur hal-hal vang tidak dikenal dalam hukum adat, huk

um lslam, seperti
tentang hal perjanjian kawin,

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 menvebutkan

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir antara scorang pria dengan scoran

wanita sebagai suami isteri dengan fujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) vang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Dari pengertian perkawinan jelaslah bahwa perkawinan itu ikatan lahir
batin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal vang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Suatu ikatan lahir adalah suatu ikatan vang dapat dilihat. Hal ini
mengungkapkan adanya hubungan hukum seorang pria dengan seorang wanila
hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan batin talah suatu hubungan vang tidak
dapat dilihat. Ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membina rumah

tangga yvang kekal dan bahagia.



BAB IV

PEXUTUP

Dan uraian dan penjelasan vang telah di kemukakan di atas, dapat diambil

kestimpulan dan saran-saran sebagal bertkut;

A. Kesimpulan.

I

Perkawinan di bawah umur vang terjadi di desa Koto Jua Ambacang
Kecamatan Bavang Kabupaten Pesisir Selatan walaupun hanva beberapa
pasangan saja disebabkan oleh faktor ckonomi (kemiskinan) Sechingga
orang tua menginginkan anaknya cepat dikawinkan untuk mengurang
beban keluarga, dan ketidak tahuan mereka terbadap undang-undang
nomor [ tahun 1974 Walaupun sudah dibenkan penyuluhan, juga
dipengaruhi oleh faktor kecemburuan sosial dan pergaulan antara anak
laki-laki dan perempuan vang kurang terkontrol dengan baik sehingga
mereka dikawinkan untuk menjaga nama bak keluarga di lingkungan
sckitarnva.

Pelaksananaan perkawinan di bawah umur di desa Koto Jua Ambacang
Recamatan Bavang Kabupaten Pesisir Selatan tudak  sesuai dengan
Undang-undang Nomor | tahun 1974 karena pihak vang melanssungkan
perkawinan usianva dimajukan oleh orang tua atau mmk mamak melalu

kepala desa.

il
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